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Asums yang mendasari penelitian ini adalah penerapan sistem sentralisasi pemerintahan terutama dalam
penyelenggaraan pemerintahan di daerah telah mengakibatkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap
pemerintah pusat dan tidak berkembangnya kreativitas masyarakat |okal. Sehinggatidak tercapai efisiensi
dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kondisi ini diiringi oleh melemahnya kemampuan
masyarakat lokal ( baik melalui lembaga perwakilan legidatif daerah ) dalam membuat pilihan - pilihan
yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik setempat.

Melalui kebijakan desentralisasi dengan |ebih memberikan kewenanganan kepada unit pemerintah yang
langsung berhadapan dengan masyarakat, yaitu kabupaten dan kota dengan harapan akan mempercepat
pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu yang paling penting menurut Thomas Jefferson adalah
pemerintah lokal akan lebih responsif kepada kepentingan masyarakat. Pemerintah hendaknya dibentuk
sedekat mungkin dengan masyarakat agar masyarakat dapat aktif berpartisipasi didalamnya.

Dalam mengkaji hal tersebut di atas, studi ini difokuskan pada peranan Lembaga L egislatif Daerah ( DPRD
) sebagai unsur pemerintahan di daerah. Dalam pemerintahan modern yang berlandaskan demokrasi maka
keberadaan lembaga legidatif termasuk di daerah menjadi mutlak. Dikaitkan dengan kebijakan
desentralisasi maka representasi dari DPRD dapat dilihat dari pelaksanaan fungsi-fungsi yang diembannya.
Pentingnya peranan DPRD ini disebabkan oleh kedudukan dan fungsinya yang menurut UU Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan, hak dan kewajiban yang cukup luas bila
dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu UU No. 5 Tahun 1974.

Data-data yang berkaitan dengan tujuan penelitian dimaksud didapat melalui metode penelitian Kualitatif.
Sumber data, yaitu informan dengan penentuan bertujuan (purposive ). Tentunya didukung dengan dukumen
yang sesuai dengan setting dan field penelitian. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri, dengan melalui
prosedur pengumpulan data yang meliputi pengamatan, wawancara, dokumentasi dan visual terutama dari
medialokal. Dari keseluruhan data yang terkumpul, diuji keabsahannya dengan teknik triangulasi yang
selanjutnya diberikan penafsiran.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pel aksanaan tugas dan kewajiban DPRD Kota Pontianak
belumlah menunjukkan peranan sesungguhnya yang diharapkan oleh masyarakat. Sehingga sebagaimana
maksud dari UU No. 22 Tahun 1999 yang memberikan otonomi daerah dengan prinsip-prinsip demokrasi
dan peran serta masyarakat serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah belum menampakkan
wajah yang sesungguhnya. Kinerja yang dihasilkan oleh DPRD Kota Pontianak, terutama dalam
pelaksanaan fungsi legislasi, dari segi kualitas dan jumlah produk perundangundangan Peraturan Daerah
(Perda) masih minim bila dikaitkan dengan besamya kewenangan yang dimiliki ( anggota Dewan belum
pernah menggunakan hak inisiatif) ; dan fungsi kontrol, yang walaupun nuansa penguatannya telah nampak
perlu untuk diimbangi dengan penguasaan data dan informasi yang cukup. Padahal dalam pel aksanaan tugas
dan kewajibannya anggota DPRD didukung oleh fasilitas yang sangat memadai. Belum terwujudnya tujuan
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dimaksud, dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti : kewenangan yang dimiliki oleh DPRD tidak
diimbangi dengan kemampuan parawakil rakyat, sertatidak adanya mekanisme yang jelas
pertanggungjawaban (accountability) DPRD.

Hal yang paling mendasar dalam otonomi daerah yang seharusnya menjadi milik masyarakat setempat
bukan pada elite lokal ( pemerintah daerah dan DPRD ) belumlah terwujud sehingga peran serta masyarakat
belumlah optimal.



